NOMOR § '

' Menimbang

Mengingat'_

4

' . LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT PACITAN :
TAHUN 1995 _ SERI : B

PERATUR&N DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

.I|'

NOMOR 4 TAHUN 1995
TENTANG |
RUMAH PEMOTONGANIHEWAN '

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

M -

" BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT PACITAN -

bahwa dalam.- rangka mehingkatkan glizl masyarakat; '

khususanya daging hewan yang memenuhi atandart
kesehatan dan aman untuk dikonsumsl, dibutuhkan adanya

Rumah Pemotongan Hewan yang iayak dan memenuhi syarat—.

syarat kesehatan I

. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a

Konsideran ’'lenimbang ini, dipandang perlu - mengatur
ketentuan—ketentuan tentang ~umah ?ematongan Hewan
dalam Peraturan Daeran. ' :

‘Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan dl Daerah :

. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950'teh£arg Pembentukan

Daerah-caeral Kabupaten dalam lingkungan Propinsi u&W&
Timur ;

Undang - uhdang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang

Peraturan Umum Retribusil laerah ;

' ketentuan ﬁokok Peternakan dan Xeaehatan Hewan ;

. Peraturan ;emerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang

Pengurusan, Fertanggung Jawaban dan Pengawaaan
Keuangan Daerah ; : S :

Peraturan Pemerintan. Nomor 15 tahun 1377 tentang

__Peno*akan Purncegahan dan Pengobatan 7enyaﬁit Hewan ;

Peraturen Pemerintah Nonor i6 tahun 1977 tentang Usaha
Peternakan :

. Peraturan ﬁ:merintah Nomor 22 tahun 1383 tentang
. Kesehatan Macsyaraiat Veteriner ;

Kepatusan Menteri Dalem Negeri Nomor 84 tahun 1993
tentang Bentuk ﬁeraturan Daerah dan Peratqran Daerah
Perubahan ;

ks

Undang-undang ' Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketzntuan-



13
i

1¢. Surat  Keputusan ‘Menteri Pertanian - Nomor
555/Kpte/TN.240/1986 tentang Syarat - syarat Rumah
Pemotongan Hewan dan UsahafPemotongan riewan ; _

11. Peraturan Daerah Propins! Daerah Tingkat I cawa Timur -

. Nomor- 5 tahun 1988 tentang Penyerahan Sebagian Urusan

Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
dibidang Peternakan xepada Daerah Tirgaat I1 ;

12. Pergturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

°  Nomor 7 . tahun 1988 tentang Penyidik Pegawal Negeri

~Sipil  dl - lingxungan Pemerin*ah fabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan N . ,

. 13. Peraturan Daerah_Kabupateh Daerah Tingkat II Pacitan
"Nomor 12 tahun 1980 tentang Izin U"dang-undang
Gangguan (HO) dengan segala perubahannya ;

14._:eraturan, Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Nomor °~ ZO tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kesehatan

. _ ©  fewan. _
_ Dengan - persetujuan Dewan Perwaxl-an naxyat Casrah XHabupaten Daerah
Tingzet II Pacitan , : ' o : '
| .. 0 MEMUTUoKAN | |
Menetapkan ..PERATURAN DAERAH KABUPATEh DAEnAd TINSKAT II TACITAN
_ : TENTANG RUMAH PE!OTONGAN JEWAN. . . '

'BAB. I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam_Pe:aturén Daerah ini yang dlmaksud dengan :
a, Daerah, adalah Kabupaten “aerah Tirgka* II 5aéitan 5

t. Pemerintah Daerah adalah I emerirta1 Kabupetan uaerah
Tingaat II Pacitan ; :

c. Kepala Taerah, adaxah Eupa*i Kepa-a hﬂerah Tingxat II
: 'Pacitan 5

'd., DPRI, - adalah Dewan Perwakilan Rakyat daeran-.Kabupaten
Daerah Tingkat I’ P&citan : o

"e. Dinas Peternaxan Zaerah, adaIah Dinas Peternakan Daerah'
- Kabupatern Daerah Tingaat II recitan

{. Rumah Pemotongan ﬁewan, vang seIanJutnya disingaat RPH,
adalah suatu  bangunan atau xcmpleks bangunan dengan
desain tertentu vang digLnaxan sebagal tempat memotong
hewan ; y - :

E. Usaha pemotongan hewan, adalah kegiatan vang dilakukan
" oleh perorangan atau badan hukxum vyvang me>aksanakan
pemotongan hewan di rumeh  pemotcngan »ewan milik
sendiri atau milik pihak ~ain atau menJjual Jasa
enotongan hewan ; o L



2. Bahan Asal Hewan. adalah bagian - baglan hewan  yang
disembelih atau dipotong dan lazim dikonsumsi oleh
manuasia 3 '

i. Hewan, adalah fzpi, Kerbau, Kuda, B5eb: dan Kambing
/Biri-biri 3 : . ‘ _ ) :

J. Pejabat yang berwen ang, adaldh doktef'hewan Pemerintah/
swasta yang ditunv .

k. Petugas yvang diturnjuk, adalah pejebat s staf di
lingkungan Dinas Feternazan Daerah yang dlserahl tugas
untuk melaksanaken pemeriksaan xesehatan hewan yang
akan disembellh's dipotong di RPH.

: BAB II
KETENTUAN PENGELOLAAN
: Pasal 2

RPH di Daerah diugahakan oleh Pemerintan Paerah dan/atau
*eh pihak swasta. o

¢ - Pasal 3

(1) RPH vang ~diusshakan - oleh Pemerintah = Daerah,
rengelolaannya diserahkan kepada Dinas Peternakan

Daergh :

- (2) RPH yang diusal=»an oleh swasta pergelolaannya ole®
rihak awasta. S : . i

Fagal 4

(1) RPH yvang diusahasxean oleh pihak swasta, harus mendapa“
' .izin usaha pemotungean hewan darl Kepaia Dazrah ;.

(2) Ketentuan RPH &an tata cara / progcs perlzinannya,
~ ‘ditetapkan oleh Xezala Daerah sesuai cengan Xketentuan
yang berlaku ; . - -

{3) Izin usaha dimaksud pada ayat (2) pasal nl berlakv:
. 8elama  perusahaan - dlmaksud - masih melaxszanakan
© usgsaha ; - - : ' '
(4) Guna pengawasan -~ pengendalian atas —mngeluaran i+’
‘usaha dimaksud paca ayat (1) pasal inl, setlep
(lima) tahun sekall dladakan evaluasi. ' . :

. 3 AB "III
TENGGUNAAN RPH -
Pasal 5

Ketentuan RPH yang d_hwahakan oleh Pemerirvtah uaerah :

. a.'aetiap hewan yang cikan dipotong, terlenih dahulu harus
' diperiksa kesshatannya oleh pejabat yai.z berwenang ata*
petugas yang ditunluk ;3 .

b. Béhan asal ' hesan hasll pemotongan,  sebelum @i
konsumsikan harus direriksa dahulu olen pedabat yang
berwenang atau perisas yang ditundux ; : :



- e. Bahaﬁ Asal Kewan vang membahayakan keaehatan dan ‘atau

kehidupan manusia dilarang untuk diedarikan dan *harusz

Z dimusnahkan.

(1)

(L)

Pasal 6

hetentuan RIE dimaxsud dalam pasal 5 Peraturan Laerah
ini berlakxu pula bagi RPH yang 'diusahakan cleh pihak
swasta

_Penguséha XPH. wajib 'meﬁggunakan- petugaa pemeriksa.

kesehatan hewan dari Pemerintah Daerah avau petugas

‘lain se<elah mendapat rekomendasi cari Kepala Daerah,

: BAB v
XKETZMTUAN RETRIBUSI
' '_“asal 7

Untuk rengguraan RPH yang dikelola oleh Pemerintah -
Daerah, dikenakan retribusi sebagail berikut -

a. Untux Sapi, Xerbau dan Kuda masin§~masing per eior.
. setvesar Rp. 2.000,00 (dua ribu ruziah) ; -

" b, Untur Bab:i, setfap ekor, sebesar R». 2.500,00 (dus

ribu lima ratus ruriah) ;

Ic. Untuk Kambing/Biri—biri, sebesar Xp. 500,00 (lin=

. ratus ruplah) ;.

Komponen pengeraan fetribusi dimaksud pada ayat (?
paaal ini, terdiri dari ¢

a. Demeriksaa* resehatan hewan sebelum dipotong ;

Y. Pemeriksaen dagihglh&sil: pemotongsan,

Paszal 8

. Setiap rembe:rian : izin usaha RPH, dikenakan rétrib'**-
- zebesar Xp. 5. 000 00 (dha puluh lima ribu rupiah) ;

Untuﬂ: relakzanaan eval LaSi dikenakan biaye,. =sebesza-
Rp. 10 000 00 (sepulhh ribu ruviah}.

Jasal S

. Seluruh renerimazn retribusi dari ketentuan dalam pasal 7
dan 8 Peraturan Daerah ini, merupakan péndapatran Daer~

dan harus cisetur ke Xas Pemerintah Daerah sesuai  dengszu
ketentuan peratruran perundang-undangan yang berlak..

"B AB V

KETENTUAN PIDANA
Dasal_lO

" {1) Pelanggaran terhadap-ketentuan dalam pasal 4 ayat (i,

Peraturan Daerah ini cdlancam dengan pidana \kurungar
gelama-_amanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyaix -

" banyaknya, sebesar ~Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

rupiah).



(2H ;incaﬂ pidanu d:i raﬁsud pada aya* (1) Pasal ini acalah

RE¢S

(2)

(3

pelanggaran. : .

’

BA3 VI
UETENTUAN DZNYIDTHAN
Pasal 1:

Selain c¢len Penyldik Umum, peryidixan atas tindak
ridara sehagaimata dimaksud dalam pasal 18 Peraturan
Daerah ini, dilakukan oleh Fenyidil Pegawal Negeri
Sipil df lirgkungan Pemerintah Daereh ; '

Falam melelkzenexan renyildikan, Penyidix dimaksud pada
ayat (1; pazzal ini mempu yal wewen aﬂg : '

a. mesevina eporen, ataa ,e"gadﬂ n darl seseprang
: nya-v‘nc&ﬂ ridara :

iz <indaizan per=ama pada z2=zat 1tu di tempat
kejadlen dan melzruzan remerlis=aan ;.

+
i

d. me*aﬁdjan penyi taan ben da can atau surat :
e. mengwmidil 21d1k Jarl dan memotret s=eseorang ;

£, memarnggll oY
=

nz uatug dldengar denn diperilsa
sebagal ters a

avau zagal ;

g, mendatahghan oreng ahll yang diperlakan dalam

hubungannya dengan pemerliizsesan periara ;

3

mengedaisan ycﬂg“eﬂ*ian Lenyidiﬂaﬂ seve;ah mencapa*
petunduk darl Penyidix Umum, banwa zidzk terdapat
cukuy wuktl etau periitiwa terzebut hukan rerupskan
tinfal picana dan =elandutnya melalul Penyldik
Umum, uunoeri ahukan hal tersebut Zepad Penuntut '
Umum, teriangga avau-ke;uarganya ;

-
3
Ll

tindaken lain menurut hukum yang dapa*
Zoung ga ch wen. .

Pedenzt Fanyidli Tsgawal Negerl -Sipil membuat Eerita
Acara gezliap tinczsan Loantang :
. ) :
a. Termeviizaan tey=angia -
b. Pemasuzsan rumah i ¢

c. Pernyitaan henda ; _
d. Pererin=zaar, surat ; v

e. DPemzrizzaan saksl : . .

keladlan dan mengirimzan

. %, Pexerilisasn dl - temgpat
kepada Lzjalksanaaiy Nezeril dengan tembusan kepada
‘Kepolisia: Negara 3spuolik Incdenesla (POLRID.
343 Vi
K:T:YTU;\ PERUTUP :
astl 12

Dengan oer;q"ah,a Teratiran Daerah ini., =egala xetentuan
peraturan’ r%rhnﬁangaq yang oerveﬁvaﬁgan dengan Peraturan
Daeran inri dirys<axan dicabut dan tidax berlaku lagi.



Pasai 1d
" Hal =~ hal yang'belﬁn cukup diatur dalam Peraturan Dasrq’
ini,  sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur ol.:
: Kepa;a Daerah. . . ' -

Pasal 'i4

Peraturan  Daerah . .ini  mulai berlaxu pada tane-
-diundangxan, S o D
. "Agar’ ' setiap . orang  mengetahuinya, memerinte’

o Qengundangan Peraturan Daerah ini dengan meaempatkan-:-.
" calam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitarn.
o He _ _ . \

Ditetapkan di : Pac it a .
Pada'tanggal 2 1 - 2 - 177

D‘WAN PE: WAKILA“ RAKYAT DAERAH ‘:L'_ BJP%”I KEPALA DAEnAq ”ING&A“'JC

mABUPA”EM DAEaA" ”IﬁGKA. II PACI”AN - PACITAN,
AE“UA ‘
Cap ttd . o '-: o : ~Cap. ttd :
SURIPMO YUSUF L . SOEDJITO
Disahkan dengad Kebutusan Gubernur Kepala Daerah T ;gkat. T

';_Timur Tanggal 25 Yei 1895 Nomor 91/P tahun 1995
' ' . An. GUBEnMUR KEPAZA pA:RAq TINGZ/
S : CAWA TIVUR ot
__Asiaten Fetazprajaan

:Cép. tad -

o : _ ; S ¥ ' . Pembina

. - o " S u:f.,,lo 957 151
. . Diundangkan dalam Lembaran- Daerah T-Iabupaten Daerah Ti
Pacitan .anggal 6 Juni 19“5 Momor 4 Seri B tanun 1995

ngl

An. BUPA I KEPALA TAERAH TINGK..
: PACITA AN
‘Sekretaris wi;ayah/uaeran

_ 'Cap. itd,
. Drs. NOERU:Z0 MOH. AMIZN

————————— ————— . - =

Pembina Tirgzat I
~NIP. 010 c4n 33

[t

SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum .

’NIP 510-096 308



T

I1. PENJELASAYN PASAL DEVI PAZA” S

: PENJELAGSAN .
AT AS
 PERATURAX DATRAH KASUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN
 NGMOR 4 TANUN 1885

3

T:ﬂTl?G'

-

RUMAH PEYOTCNGAN HEWAN
PENJELASAN UMO¥ o o .

Ruman Pemotorngan Hewan zecara implisit telah.dilatur didalam
Peraturan Daeran Kazupazpn Pacitan tanggal 16 Cxtober 1831,
isahkan dengan Zeslult Gubernur Jenderal tanggal 11 - April 1832

Nomor 37, di uiarxaq calam amriran Provins*aal 3laad Jawa imur
: vaﬂggal 31 Mei 1§32 Seri C Xomor- S. o

Pereturan Daeran dimaiiud 'dalam Telaksaneannya - telan
mengalami 3 ¢tiga) kalil perunahzn, terakhir dengan  Peraturan
‘Daerah Kabupa:ien aerah Tingket II Pacitan Nemer 23 tahun . 1833,
disanikan dengsn Reputuzan Guinernur Kepala Daerah Tingkatr 1.0 Jawa
Timur Nomor 2/F tanun 1984 tanggal 5 Januari 1984 dan. diundang:
dalam Lembaran Daerah Ravbupaten Daerah Tingkat II Pacitan =ang
31 Janueri 1664 Nomor 6. ' 3 '

Eerdazearkan HXeputusan ren per“ va.ar Negeri Nomor 8¢ Tahun 1£93,

Jika akan melakukan perubahan reraturan Daerah, perubahan tersebut
maksimal  nanya 3 -(tlgad kall, untux selandutnya Peraturan Daerzn

»
~tersebut harus menjadi taru atan induk.

ra ‘u* d‘ atas, merandang perid
3 Ozvooer 1931 dicawut, mengingat
vig8a) xall perubalan, Peraturan
Daerah tersebut =dalan  tingzzlan atau produx Jaman kKolonial
Belanda, sehingga ses&ra yurldls materiil]l dan Zforxral sudan
Xetinggali jauh dengan perkembangan sekarang. Untuk itu maka perlu

latur .kembkzll tentar.g runah remotongan hewan denwaq Lneavansian
dalam Peraturan Zaeral. baru atau induz. A -

o oehhou“bu“ den;aw hal e

vahwa Peraturan Jazeral tanggal 1
isamping telan mengalami S {

-

ek

*Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup Jelas, |

- Denzan berpedoman rada peraturan
< perundsng-undangan yang verlaku , dalan

' anges rembinaan terhadap-"perusahaan
ZWaSTAa, mata xetentuan dan syarszi-syarsat
rendirian xumah Pemotongan Hewan akan

- diatur dan ditetapxan oleh Xepala Daeran.

th

hurus

hurJf ¥ 3/d X,

b}

Tuxrup Jolas.
Paﬁal 2 - : Dalam ranaka. pemb‘naan' dunia  uszani,
Jamerinvah Jaerah’ memgoe ikan Zzesenmpatsa

A )

‘Kepads mazvaraxat untux meandirlizan Qauah
Pemotunzan Hewan, dengan terlebih dznhulc

i

¥

harus mendapat 1zin darl Kepala Daeran..



- Pasal 3 ayat

.« - ayat

]

 Pasal 4 ayat

ayat-
(2)

()

. Pasal & huruf a

o ‘   " huruf b

Pasal 6 s/d 14

- T
-—

HI

.
-

Penyerahan  Xxewenangan pengelolaan RPH
"kepeda Dinag Peternakxan Daerah adaizh
sesual dengan tugas pokok dan - fungsinya
berdasarsan peraturan
yang berlaxu,

Cukup Jelas.

Izin dalam hal ini dimaksudkxan, agar
dalam rangka . pelaksanaan penerintahan
tercipta suatu -ketertiban dibidang
,administrasi , sehingga semua keglatan
usana darat terkendali dengan baik.

Cukul jalas.

Pemerizsaan dimnaksudkan sebagai
unrtuk . nenangkal secara adini
xemungizinan adanya penyakit pada
yeng aken dipotong, sehingga
JIaysir untux dikonzumsikan..

- upaya
terhadap
ternax

Selandutuya terhadap ternak yangz mengidap
- penyazit perlu dilakukan pengcbaten lebih
landuzx. : _ ‘

Bahan ‘aza’ hewan pemotongan, acalah haszil
‘pemotonzgan ditempat RPr dinazzud.

Cukup Jelas.

—— A . ——— — —— et T —— e — -

perundang-undangan

dagingnya



